
BTIPATI KOI{AWE AEI"ATAN
PROVIilSI SUI.AWESI TEITGG}ARA

PERATURAIT BI'PATI KOI{AWT SELIITAIT
NOUOR : 70 TATTUN 2016

TEITTAITG

I(TDT'DT'I9il, SUSIItrAII ORGAIYIAASI, TUGAS DAII trUITGSI,
SERTA TATA IITR.'A DIIIAS SOSIIL

KABT'PATEI| KOIIASI AELATAI|

Mengingat

DDIrreIAN RAITUAT TT'HAN YAIfii TAITA ESA

BI'PATI KOITAWT EELIITAI| ,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 24, Tarlrtbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523al';

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (L,embaran Negara Repubtk Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);:

Menimbang



Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSI(AN :

PERATT RAII BITPATI TEIITANG XtDIrDIrXAly, SUSITNAIY
ORGAIYISASI, TUGAS DAI| FIII|GSI, SERTA TATA KER.IA
DIITAS SOAIAL I(A.BI'PATEN KOITAWE SELATA.IT.

BAB I
NTf,EITTUAIT T'UUU

Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah I(abupaten

Konawe Selatan;

6. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan;
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7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut

UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan

Dinas Sosial

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggzrraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki Daerah.

BAA U
BEI|TITX, NOfErKI,AflrR ILtrY TIPE

PERAXGKAT DAERAII

Bagian Kesafit
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Sosial diwadahi dalam bentuk dinas.

BagianKedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Sosial.



-4-

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifrkasikan atas tipe A.

(2) Penentuan tipe Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan hasil pengukurEm intensitas

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial.

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l1,

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
KEDI'DI'XAI{ DAIT SUST'NAN ORGAIiIISASI

Bagi.an Kesafit
Kedudukan Organisasi

Pasal 5
(l) Dinas Sosial merupalan unsur pelaksana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum kepada masyarakat di bidang sosial;

c. Pembinaan dan Pelaksanaan di bidang sosial;

d. Pelaksanaan Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

Provinsi kepada Kabupaten di bidang sosial;
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Dinas Sosial memiliki kewenangan sebagai

berikut:
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial;

b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang sosial;

c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau

perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pengelolaan sosial; dan

d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada

Dinas Sosial.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9
(1) Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Konawe

Selatan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

d. Bidang Rehabilitasi Sosial;

e. Bidang Pemberdayaan Sosial;

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan strukh:r organisasi Dinas Sosial Kabupaten Konawe

Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan

lnl
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Bagian Kesaht
Kepala Dinas

Pasal 1O

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang sosial.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan membantu

Kepala Dinas dalam pelaksanaan urusan ketatausahaan

sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
(2) Set<retariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan aturan perundang-undangan, kebijakan serta

pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan dibidang
ketata usahaan;

b. Penyusunan rencana pembinaan dan rencana kegiatan

operasional di bidang ketatausahaan;

c. Pengoorganisasian rencana pembinaan dan rencana

kegiatan operasional di bidang ketatausahaan terhadap

satuan-satuan kerja dan lembaga lainnya;

d. Pelaksanaan rencana pembinaan dan rencana kegiatan

operasional di bidang ketatausahaan;

e. Membagi tugas kepada para Kepala Bidang dan Sub Bidang

dengan mendisposisikan sesuai dengan permasalahan dan

bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang

tindih dalam pelaksanaan tugas;

f. Memberi petunjuk dan mengarahkan para Kepala Bidang

dan Sub Bidang dengan menjelaskan pokok

permasalahannya dan pemecahannya agar setiap tugas

yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;

BAB IV
TI'GAS DAN tr'T'NGSI



g. Mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para

Kepala Bidang dan Sub Bidang agar dapat diketahui
kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta

mengupayakan pemecahannya;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan;

c. Sub Bagian Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

(2) Sub Bagran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(1) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang

pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas

Sosial.

(2) Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan sebagran tugas Sekretaris di bidang

pen)rusunan rencana dan program kegiatan operasional

Dinas Sosial serta, mlaksanakan pegelolaan administrasi

keuangan.

(3) Sub Bagian Data dan Informasi Kesejahteraan Sosia1

mempunyai tugas melaksanakan sebagran tugas Sekretaris

di bidang pen5rusunan data dan informasi kesejahteraan

sosial.



Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 15
(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas Sosial dalam urusan Pemerintahan

Daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai

rencaia dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
(2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan
pelaksanaan urusan dibidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial;

b. Penyusunan rencana pembinaan dan rencana kegiatan

operasional pelaksanaan urusan bidang perlindungan dan

Jaminan sosial;

c. Pengkoordiansian rencana pembinaan dan rencana kegiatan

operasional dibidang Perlindungan dan Jaminan sosial

terhadap satuan-satuan ke{a dan lembaga lainnya yang

terkait;

d. Pelaksanaan rencana pembinaan dan rencana kegiatan

operasiond di bidang perlindungan dan jaminan social

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan

pertanggungiawaban pelaksanaan urusan di bidang

perlindungan dan jaminan social; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

-8-
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Pasal 17

(l) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas :

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;

c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 18

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

mempunyai tugas kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan
sosial di bidang perlindungan sosial korban bencana

alam.

(2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

mempunyai tugas melaksakan ssfagran tugas kepala

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosia.l di bidang
perlindungan sosial korban bencana sosial.

(3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas

melalsakan sebagian tugas Kepala Bidang perlindungan

dan Jaminan sosial di bidang jaminan sosial keluarga.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 19
(1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu

kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang rehabilitasi sosial sesuai

rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
(2) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.
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Pasal 20

Dalam melaksanal<an tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan
pelaksanaan urusan di bidang rehabilitasi sosial;

b. Penyusunan rencana pembinaan dan rencana kegiatan

operasional pelaksanaan urusan di bidang rehabilitasi

sosial;

c. Pengkoordinasian rencana pembinaan dan rencana kegiatan

operasional di bidang rehabilitasi sosial terhadap satuan
satuan kerja dan lembaga lainya yang terkait;

d. Pelaksanaan rencana pembinaan dan rencana kegiatan

operasional di bidang rehabilitasi sosial;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pertanggung

jawaban pelaksanaan urusan di bidang rehabilitasi sosial;

dan

C. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(l) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas :

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia;

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan
Penyalahgunaan Nafza.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pasal 22

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Rehabilitasi

Sosial di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

mempunyai tugas melaksanakan sebe$an tugas Kepala

Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas.
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(3) Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangaa Orang dan

Penyalahgunaan Nafza mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang

rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan
penyalahgun aan nafz,a.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 23
(l) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas Sosial dalam melaksanalan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan sosial
sesuai rencana dan program kegiatan yang telah

ditetapkan.

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

PasaJ24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan
pelaksanaan urusan di bidang pemberdayaan sosial;

b. Penyusunan rencana pembinaan dan rencana kegiatan

operasional pelaksanaanurusan dibidangPemberdayaan

sosial;

c. Pengoordinasian rencana pembinaan dan rencana

operasional dibidang pemberdayaan sosial terhadap

satuan satuErn ke{a dan lembaga lainnya yang terkait;

d. Pelaksanaan rencana pembinaan dan rencana kegiatan

operasional dibidang pemberdayaan sosial;

e. Penyusunan perencanaan pemberdayaan sosial skala

kabupaten;

f. Penggalian dan pendayagunaan PSKS serta pembinaan,

pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala

kabupaten;
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g. Pembinaan dan pengembang€rn peran serta keluarga dan

KAT serta peran masyarakat mitra dan PSKS pahlawan

keperintisan kejuangan dalam rangka pemberdayaan

sosial skala kabupaten;

h. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan

sosial, penyiapan bahan kelengkapan usaha
penganugerahan satya lencana kebaktian sosial skala

kabupaten;

i. Penyelenggaraan kerjasama, koordinasi, pemberian

bimbingan, monitoring, supervise, konsultasi dan fasilitas di
bidang sosial, serta identifikasi secara penanggulangan

sosial skala kabupaten;

j. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial, serta
pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan TMp di
kabupaten;

k. Penyiapan penganugerahan gelar pahlawan dan perintis
kemerdekaan, serta penyelenggaraan peringatan hari
pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(l) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas :

a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat;

b. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan

Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;

c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepa1a Bidang Pembe rdayaan Sosial.
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Pasal 26

(1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan sosial di
bidang Pemberdayaan Sosial Perorangan, keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat.

(2) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan

Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang

Pemberdayaan Sosial di bidang pemberdayaan komunitas
adat terpencil (KAT) serta pengelolaan sumber dana

bantuan sosial.

(3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sslagran
tugas Kepala Biadang Pemberdayaan Sosial di bidang

kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi

sosial.

Bagian Keenam
Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal2T
(l) Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan

urusan Pemerintahan Daerah di bidang penaganan fakir
miskin sesuai rencana dan program kegiatan yang telah

ditetapkan.

(2) Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh

Kepala Bidang yang brada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27, Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebiiakan, pedoman dan bimbingan

pelaksanaan urusan di bidang penanganganan fakir miskin;



b. Penyusunan rencara pembinaan dan rencana kegiatan

operasional pelalsanaan urusan di bidang penanganan

fakir miskin;

c. Pengokordinasian rencana pembinaan dan rencana

operasional di bidang penanganan fakir miskin terhadap

satuan ke{a dan lembaga lainnya yang terkait;
d. Pelaksanaan rencana pembinaan dan rencana kegiatan

operasional di bidang penanganan falir miskin;
e. Penyusunan perencana€rn penanganan fakir miskin skala

kabupaten;

f. Penyelenggaraan kerjasama di bidang penaganan fakir
miskin, pemberian bimbingan, monitoring,
supervise,konsultasi dan fasilitas di bidang penanganan

fakir miskin, serta identilikasi penanggulangan kemiskinan
skala kabupaten;

g. Melal<sanalan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan

pertanggungiawaban pelaksanaan urusan di bidang
penanganan fakir miskin secara berkala; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(l) Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas :

a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;

b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;

c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan pulau- pulau

Kecil.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin.
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Pasal 3O

(1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanganan

Fakir Miskin di bidang penanganan fakir miskin pedesaan.

(2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang

Penanganan Fakir Miskin di bidang penanganan fakir
miskin perkotaan.

(3) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau- Pulau

Kecil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin di bidang

penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis

dinas secara operasional di lapangan.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha

dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi

serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah

dikonsultasikan secara terhris kepada Gubernur Sulawesi

Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/ UPTB yang

terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi

dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Ttrgas dan

Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.
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Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

keda.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BABV
TATA I{ER.'A

Pasal 35
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi
lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris

dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik intemal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-

masing.
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(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

masing-masing dan bila teg'adi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk

terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugiawab

pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
menJrusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 4O

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan

pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melal<sanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala

Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat

berkala.
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Pasal 42

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan

tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku;

(2) Dafam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala

Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi

tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
I{EPATGTATAIT, PEIIGAITGNATAIT, ESEII)IIISASI DAJ{

PEMBERIIEI|TIAN DALIIU JABATA.IT

Pasal 44

(l) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten

Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-

undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan merupakan
jabatan eselon IIb.

(4) Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan

merupakan jabatan eselon IIIa.

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Sosial Kabupaten Konawe

Selatan merupakan jabatan eselon IIIb.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Sosial

Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Sosial

Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris

Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah.
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Pasal 45
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor l1 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan

ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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